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I. UMUM 
 
Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 telah memberikan landasan bagi setiap orang untuk memperoleh 

hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut 

merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara 

Indonesia pada umumnya dan setiap warga Kabupaten Sintang pada 

khususnya. Untuk mewujudkan hak setiap orang mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pemerintah Daerah dan seluruh 

pemangku kepentingan mempunyai kewajiban untuk melakukan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sungguh-

sungguh, konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaan pembangunan 

berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan 

penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lain. 

Kabupaten Sintang sebagai kabupaten yang sedang berkembang, 

memiliki permasalahan lingkungan hidup yang kompleks. 

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Sintang 

meliputi pencemaran media lingkungan hidup dan kerusakan 

ekosistem. Pencemaran lingkungan hidup terdiri atas pencemaran air, 

pencemaran udara, dan pencemaran lahan. Sedangkan kerusakan 

ekosistem  terdiri atas kerusakan ekosistem tanah, ekosistem hutan di 

luar kawasan hutan dan ekosistem sungai. Selain permasalahan 

pencemaran media lingkungan hidup dan kerusakan ekosistem 

tersebut terdapat inkonsistensi rencana tata ruang wilayah, 

permasalahan sosial kependudukan, tumpang-tindih peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, terbatasnya sarana dan prasarana 

pemantauan lingkungan hidup, serta lemahnya fungsi pengendalian 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan 

dimaksud, meskipun sebagian kecil disebabkan oleh struktur geologis 

yang kompleks, sebagian besar disebabkan oleh perilaku masyarakat 

yang masih belum sepenuhnya menaati ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 

rendahnya kepedulian dan kapasitas pelaku usaha dan/atau kegiatan 



 
 

dalam menerapkan praktik-praktik usaha dan/atau kegiatan yang 

berwawasan lingkungan hidup, kurangnya kapasitas Pemerintah 

Daerah dalam melakukan program pembangunan yang berwawasan 

lingkungan hidup dan kegiatan  perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang efektif, masih banyak masyarakat yang belum 

memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan sikap 

yang mencerminkan penaatan peraturan perundang-undangan di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta masih 

kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat terhadap upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh 

pelaku usaha dan/atau kegiatan maupun oleh Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas dan 

wewenang tersebut, Pemerintah Daerah berwenang untuk membentuk 

Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan 

penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih tinggi, 

namun tetap memperhatikan ciri/kondisi khusus lingkungan hidup di 

Kabupaten Sintang.  Pembentukan Peraturan Daerah tersebut 

didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan, 

sehingga pembentukan Peraturan Daerah ini telah sejalan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan 

dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 

1 angka 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping itu dalam 

Peraturan Daerah ini juga mengatur hak, kewajiban dan larangan, 

peran serta masyarakat, sistem informasi lingkungan hidup, perizinan, 

serta kerja sama dan kemitraan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 

 Cukup jelas. 
     

Pasal 2 
 Huruf a 
  Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab daerah" 

adalah: 
a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya 

alam akan memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup 
rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi 

masa depan. 



 
 

b. daerah    menjamin    hak    warga    negara    
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

c. daerah      mencegah      dilakukannya      
kegiatan pemanfaatan  sumber  daya  alam yang 

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup. 

     

 Huruf b 
  Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan 

keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi 
mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu 

generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya 
dukung ekosistem  dan  memperbaiki  kualitas 
lingkungan hidup. 

     
 Huruf c 

  Yang    dimaksud    dengan    "asas     keserasian    
dan keseimbangan"  adalah bahwa pemanfaatan 
lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek 

seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan 
perlindungan serta pelestarian ekosistem. 

     

 Huruf d 
  Yang   dimaksud   dengan   "asas   keterpaduan"   

adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan 
berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen 
terkait. 

     
 Huruf e 

  Yang  dimaksud  dengan  "asas  manfaat"  adalah  
bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan 
yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber 
daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras 
dengan lingkungannya. 

     
 Huruf f 
  Yang  dimaksud  dengan  "asas   kehati-hatian"   

adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu 
usaha dan/atau   kegiatan   karena   keterbatasan   
penguasaan ilmu   pengetahuan   dan   teknologi   
bukan  merupakan alasan untuk menunda langkah-
langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman 
terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup. 

     
 Huruf g 

  Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 
warga   negara,   baik   lintas   daerah,   lintas   

generasi, maupun lintas gender. 
     

 



 
 

 Huruf h 
  Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 

memperhatikan karakteristik sumber daya alam, 
ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat 
setempat, dan kearifan lokal. 

     
 Huruf i 
  Yang dimaksud dengan "asas  keanekaragaman 

hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu 
untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan 
keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas 
sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani 
yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya 
secara keseluruhan membentuk ekosistem. 

     

 Huruf j 
  Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" 

adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha 
dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran 

dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  wajib 
menanggung biaya pemulihan lingkungan. 
 

 Huruf k 

  Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah 
bahwa setiap  anggota  masyarakat  didorong  untuk    
berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan 
dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan   
lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
 

 Huruf l 

  Yang  dimaksud  dengan  "asas  kearifan  lokal"  
adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai 
luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 

     

 Huruf m 
  Yang dimaksud dengan "asas tata kelola 

pemerintahan yang baik" adalah bahwa perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip 
partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan 
keadilan. 

     

 Huruf n 
  Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah 

bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah 
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

     
Pasal 3 

 Cukup jelas. 
     



 
 

Pasal 4 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 5 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 6 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 7 

 Cukup jelas. 
     

Pasal 8 
 Cukup jelas. 
     

Pasal 9 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 10 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 11 
   Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
 

   Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
     

   Ayat (3) 
     Huruf a 
 Cukup jelas. 

     
     Huruf b 

 Cukup jelas. 
     
     Huruf c 

 Cukup jelas. 
     

     Huruf d 
 Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh 

DPRD Kabupaten Sintang. 

     
     Huruf e 
 Cukup jelas. 

     
     Huruf f 

 Cukup jelas. 
     
   Ayat (4) 

 Cukup jelas. 
     

   Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
     

   Ayat (6) 
 Cukup jelas. 



 
 

Pasal 12 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 13 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 14 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 15 

   Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

     
   Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

     
   Ayat (3) 

 KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal 
sebagai berikut: 
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

untuk pembangunan; 
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 
c. kinerja layanan/jasa ekosistem; 

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap 

perubahan iklim; dan 
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 

 

   Ayat (4) 
 Cukup jelas. 
     

   Ayat (5) 
 Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan antara lain: 

pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh agama, 
tokoh adat, dan lain-lain.  
 

Pengikutsertaan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi dan 
konsultasi publik.   

     
Pasal 16 
   Ayat (1) 

 Tata ruang yang dimaksud dalam ayat ini adalah tata ruang 
sektoral seperti perkotaan, kecamatan, pedesaan, Daerah Aliran 
Sungai (DAS), dan lain-lain. 

     
   Ayat (2) 

 Cukup jelas. 
     
   Ayat (3) 

 Evaluasi Tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat 
ini dilakukan satu kali dalam 5 (lima) tahun. 

     
Pasal 17 
   Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
 



 
 

   Ayat (2) 
     Huruf a 

 Yang dimaksud dengan "baku mutu air" adalah ukuran batas 

atau kadar makhluk hidup, zat, energi,  atau  komponen  yang  
ada  atau  harus ada, dan/atau unsur pencemar yang 
ditenggang keberadaannya di dalam air. 

  

     Huruf b 
 Yang  dimaksud  dengan  "baku  mutu  air  limbah" adalah 

ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk 
dimasukkan ke media air . 

     

     Huruf c 
 Yang dimaksud dengan "baku mutu udara ambien"  adalah  

ukuran  batas  atau  kadar  zat, energi,  dan/atau  komponen  
yang  seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang 
ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. 
 

     Huruf d 
 Yang dimaksud dengan "baku mutu emisi" adalah ukuran batas 

atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media 
udara. 

     

     Huruf e 
 Yang  dimaksud  dengan  "baku  mutu  gangguan" adalah   

ukuran   batas   unsur   pencemar   yang ditenggang 
keberadaannya  yang  meliputi  unsur getaran, kebisingan, dan 

kebauan. 
     
     Huruf f 

 Cukup jelas. 
     

   Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
     

   Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 18 
   Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
     
   Ayat (2) 

 Cukup jelas. 
     

   Ayat (3) 
     Huruf a 
 Yang   dimaksud   dengan   "produksi   biomassa" adalah bentuk-

bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan 
biomassa. 
 

Yang dimaksud dengan "kriteria baku kerusakan tanah untuk 
produksi biomassa" adalah ukuran batas perubahan sifat dasar 

tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi 
biomassa. 
 



 
 

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa 
mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan. 

 
     Huruf b 

 Yang  dimaksud  dengan  "kerusakan  lingkungan hidup yang 
berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau  lahan"  adalah  
pengaruh  perubahan pada lingkungan hidup yang berupa 
kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang 
berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang 
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 

     
     Huruf c 
 Cukup jelas. 

     
     Huruf d 
 Cukup jelas. 

     
   Ayat (4) 

 Cukup jelas. 
     
   Ayat (5) 

 Cukup jelas. 
     

Pasal 19 
 Cukup jelas. 
     

Pasal 20 
 Cukup jelas. 
     

Pasal 21 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 22 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 23 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 24 

   Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
     

   Ayat (2) 
     Huruf a 

 Yang dimaksud dengan "instrumen ekonomi dalam perencanaan 
pembangunan" adalah upaya internalisasi aspek lingkungan 

hidup ke dalam perencanaan  dan  penyelenggaraan  
pembangunan dan kegiatan ekonomi. 

  

     Huruf b 
 Yang dimaksud dengan "pendanaan lingkungan hidup" adalah 

suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan 
dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan hidup 
berasal dari  berbagai  sumber,  misalnya  pungutan,  hibah, dan 
lainnya. 



 
 

     Huruf c 
 Insentif  merupakan  upaya  memberikan  dorongan atau  daya  

tarik  secara  moneter  dan/atau nonmoneter  kepada  setiap  
orang  ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar 
melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan 
sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. 

 
Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman   secara 

moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun 
Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan 

yang berdampak  negatif  pada  cadangan  sumber  daya alam dan 
kualitas fungsi lingkungan hidup. 

     

   Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 

Pasal 25 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 26 
   Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan "analisis risiko lingkungan" adalah 
prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan 
dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean 
up) limbah B3. 

  

   Ayat (2) 
     Huruf a 

 Dalam ketentuan ini "pengkajian risiko" meliputi seluruh   proses   
mulai   dari   identifikasi   bahaya, penaksiran besarnya 
konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan 
munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap 
keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. 

     

     Huruf b 
 Dalam ketentuan ini "pengelolaan risiko" meliputi evaluasi risiko 

atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi 
pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, 
dan pengimplementasian tindakan yang dipilih. 

     

     Huruf c 
 Yang dimaksud dengan "komunikasi risiko" adalah proses 

interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara 
individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko. 

     
   Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 27 

 Cukup jelas. 
     

Pasal 28 
 Cukup jelas. 
  

 
 

   



 
 

Pasal 29 
   Ayat (1) 

     Huruf a 
 Yang dimaksud dengan "air" adalah semua air yang terdapat di 

atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.  
  

     Huruf b 
 Yang dimaksud dengan "daya tampung beban pencemaran air" 

adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima 
masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut 
menjadi cemar. 

  
     Huruf c 

 Cukup jelas. 
  
     Huruf d 

 Cukup jelas. 
  

     Huruf e 
 Cukup jelas. 
  

     Huruf f 
 Cukup jelas. 

  
     Huruf g 
 Cukup jelas. 

  
   Ayat (2) 
     Huruf a 

 Cukup jelas.  

     

     Huruf b 
 Cukup jelas.  

  

     Huruf c 
 Yang dimaksud dengan "mutu air" adalah kondisi kualitas air 

yang diukur atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu 
dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  

     
Pasal 30 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 31 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 32 

   Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

     
   Ayat (2) 
     Huruf a 

 Yang dimaksud dengan "pencegahan pencemaran udara" adalah 
upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara serta 
pemulihan mutu udara.  

     



 
 

     Huruf b 
 Cukup jelas. 

     
     Huruf c 

 Cukup jelas. 

     
Pasal 33 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 34 

 Cukup jelas. 
     

Pasal 35 
 Cukup jelas. 
     

Pasal 36 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 37 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 38 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 39 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 40 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 41 

 Cukup jelas. 
     

Pasal 42 
 Cukup jelas. 
     

Pasal 43 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 44 
   Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

     
   Ayat (2) 

     Huruf a 
 Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan 

pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu 
lingkungan hidup.  

     

     Huruf b 
 Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan 

untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan 
hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan 
perlindungan dan memperbaiki ekosistem. 

   
 

  



 
 

     Huruf c 
 Cukup jelas. 

     
   Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

     
   Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

     
   Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

     

   Ayat (6) 
 Cukup jelas. 

     

Pasal 45 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 46 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 47 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 48 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 49 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 50 

 Cukup jelas. 
     

Pasal 51 
 Cukup jelas. 
     

Pasal 52 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 53 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 54 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 55 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 56 

 Cukup jelas. 
     

Pasal 57 
 Cukup jelas. 
   

 
 

  



 
 

Pasal 58 
   Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

     

   Ayat (2) 
     Huruf a 
 Cukup jelas. 

     
     Huruf b 
 Cukup jelas. 

     
     Huruf c 

 Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan 
untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya 
berfungsi kembali sebagaimana semula. 
 

     Huruf d 

           Cukup jelas. 
 

 

 

   Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

     
   Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

     
   Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

     
   Ayat (6) 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 59 
 Cukup jelas. 
     
Pasal 60 

   Ayat (1) 
 Yang dimaksud dengan "pemeliharaan lingkungan hidup" adalah 

upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau 
kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan 

manusia. 
     

Huruf a 
 Konservasi sumber daya alam meliputi antara lain 

konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem 
pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan 
ekosistem karst. 

     
Huruf b 

 Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam 
yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu 
tertentu sesuai dengan kebutuhan. 

 
Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, 

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah 
dan perseorangan dapat membangun: 

a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; 



 
 

b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30 % (tiga 
puluh persen) dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau 

c. menanam   dan   memelihara   pohon   di   luar kawasan 
hutan, khususnya tanaman langka. 

     
     Huruf c 
 Cukup jelas. 

     
   Ayat (2) 

     Huruf a 
 Cukup jelas. 

  

     Huruf b 

 Yang dimaksud dengan "pengawetan  sumber daya alam" 
adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber 
daya alam beserta ekosistemnya. 
 

     Huruf c 

 Cukup jelas. 

     
   Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

     
   Ayat (4) 

     Huruf a 
 Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan 
tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya 
penanggulangan dampak perubahan iklim. 
 

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya 
yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam 
menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk 

keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi 
kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang 
ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan 

konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. 
     
     Huruf b 

 Cukup jelas. 

     

     Huruf c 
 Cukup jelas. 

     

   Ayat (5) 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 61  
   Ayat (1) 

 Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya 
untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap 
lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi 
yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif. 

  

 



 
 

   Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 62 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 63 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 64 

   Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

     
   Ayat (2) 
 Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu 

konsekuensi logis dari hak berperan  dalam pengelolaan 
lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak 
atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan 
efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di 
samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk 
mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang 
berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk 
diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai 
dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil 
pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan 
maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan 
rencana tata ruang. 

     

   Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

     
   Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

     
   Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

     
   Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

     
Pasal 65 

 Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau 
pelapor  yang  menempuh  cara  hukum  akibat  pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup. 
 
Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan 

pembalasan   dari   terlapor   melalui   pemidanaan   dan/atau 
gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian 

peradilan. 
     
Pasal 66 

 Cukup jelas. 
     



 
 

Pasal 67 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 68 

   Ayat (1) 
 Cukup jelas.   
    

   Ayat (2)   
 Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah 

melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan luas 

lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga petani tradisional 
untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh 

sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah 
sekelilingnya. 

    

   Ayat (3)   
 Cukup jelas.   

    
Pasal 69 
   Ayat (1) 

 Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, 
keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran 

potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal. 
     

   Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

     

   Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

     
   Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 70  
 Cukup jelas. 

     
Pasal 71 

 Cukup jelas. 
  
Pasal 72 

   Ayat (1) 
 Yang  dimaksud  dengan  izin  usaha  dan/atau  kegiatan dalam 

ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin 
operasi dan izin konstruksi. 

     
   Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

     

   Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

     

   Ayat (4) 
 Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, 

karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, 
penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau 
lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat. 



 
 

Pasal 73 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 74 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 75 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 76 

 Cukup jelas. 
     

Pasal 77 
 Cukup jelas. 
     

Pasal 78 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 79 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 80 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 81 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 82 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 83 

 Cukup jelas. 
     

Pasal 84 
 Cukup jelas. 
     

Pasal 85 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 86 
   Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
     
   Ayat (2) 

     Huruf a 
 Cukup jelas. 

  

     Huruf b 
 Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk 

dalam penyusunan KLHS dan amdal. 

  

     Huruf c 
 Cukup jelas. 

     
   Ayat (3) 

 Cukup jelas. 



 
 

Pasal 87 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 88 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 89 

 Cukup jelas. 
      
Pasal 90 

 Cukup jelas. 
     

Pasal 91 
   Ayat (1) 
 Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak 

keperdataan para pihak yang bersengketa. 

     
   Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

     
   Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

     
   Ayat (4) 

 Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup 
untuk menjamin kepastian hukum. 
 

Pasal 92 

   Ayat (1) 
 Yang dimaksud dengan "negosiasi" adalah komunikasi dua arah 

dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah 

pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda. 
 

Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah suatu penyelesaian 
sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh 
mediator. 
 
Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah cara penyelesaian 
suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan 
pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 
pihak yang bersengketa. 

  

   Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

  

   Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

  

   Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

  
 
 

 
 

   



 
 

Pasal 93  
   Ayat (1) 

 Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada 
dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar 
membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar 
dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh 
hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya 
perintah untuk: 
a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah 

sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup 
yang ditentukan; 

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau 
c. menghilangkan      atau      memusnahkan      penyebab 

timbulnya       pencemaran       dan/atau       perusakan 
lingkungan hidup. 
 

   Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

  

   Ayat (3) 
 Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari 

keterlambatan  pelaksanaan  perintah  pengadilan  untuk 
melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi 
lingkungan hidup. 

  

   Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 94 
 Yang  dimaksud  dengan  "bertanggung  jawab  mutlak"  atau 

strict    liability        adalah   unsur   kesalahan   tidak   perlu 

dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran 
ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam 
gugatan  tentang  perbuatan  melanggar  hukum  pada 

umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan 
terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut 

Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. 

 
Yang dimaksud dengan "sampai batas tertentu" adalah jika 
menurut penetapan peraturan perundang-undangan 
ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau  kegiatan  

yang  bersangkutan  atau  telah  tersedia dana lingkungan 
hidup. 

     
Pasal 95 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 96 

   Ayat (1) 
 Yang   dimaksud   dengan   "kerugian   lingkungan  hidup" 

adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik 
privat. 

 
 
 



 
 

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta 
pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan 

terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan 
hidup. 

  

   Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

     

Pasal 97 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 98 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 99 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 100 

 Cukup jelas. 
     
Pasal 101 

 Cukup jelas. 
     

Pasal 102 
 Cukup jelas. 
     

Pasal 103 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 104 
 Cukup jelas. 

     
Pasal 105 
 Cukup jelas. 
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